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2.1. PENGEMBANGAN EKONGMREATINASIONAL

Istilah ekonomi kreatif pertama kali muncul pada tahun 2001 dalam buku John Howkins
@ly3a o0SNEBdzRdzZA G¢KS [/ NBFGAGS 902y2YeyY 1246 t
buku mengenai kreativitas dan ekonankiowkins menyebutkan bahwa ekonomi dan
kreativitas bukanlah suatu hal yang baru, yang menjadikannya baru adalah ketika
menghubungkan keduanya sehingga menghasilkan nilai tambah.

Menurut Creative Economy Report 2010 yang dikeluarkan oleh United Nations
Corference on Trade and Development (UNCTAD), Ekonomi Kreatif adalah konsep yang
terus berkembang berdasarkan aset kreatif yang berpotensi menghasilkan pertumbuhan
ekonomi dan kemajuan. UNCTAD juga menyebutkan bahwa Ekonomi Kreatif ini berfungsi
dalam:

1. Mendorong peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan pekerjaan dan
pendapatan ekspor sekaligus mempromosikan keragaman budaya;

2. Mencakup aspek ekonomi, budaya dan sosial yang berinteraksi dengan teknologi,
kekayaan intelektual dan tujuan pariwisata;

3. Satu setberbasis pengetahuan ekonomi dengan dimensi pengembangan dan
keterkaitan lintas sektor di tingkat makro dan mikro untuk keseluruhan ekonomi;

4. Mungkin untuk digunakan dalam pengembangan inovasi, kebijakan yang bersifat
multidisiplin dan kegiatan yang mendtungkan beberapa kementerian sekaligus;
dan-

5. Dasar dari ekonomi kreatif adalah industri kreatif.
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Secara umum saat ini di dunia sudah terjadi pergeseran era ekonomi, dari yang awalnya
era ekonomi pertanian sampai sekarang menuju perkembangan ekonomifkreat

Ekonomi Ekonomi
Informasi ~ Kreatif

Gambar2.1Bagan pergeseran era ekonomi

Sedangkan di Indonesia sendiri, Ekonomi Kreatif merupakan era ekonomi baru yang
mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide danstock of
knowledge dari sumber daya manusianya sebagai fgktoduksi utama dalam kegiatan
ekonominya.

Selain itu terdapat juga Industri kreatif yang didefinisikan sebagai industri yang berasal
dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan
kesejahteraan serta lapangan pekerjadangan menghasilkan dan memberdayakan
daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan
di bawah, yaitu:

1. Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan;
Menciptakan iklim bisnis yang positif;
Membangun citra dan idditas bangsa;

Berbasis pada sumber daya yang terbarukan;

a & 0N

Menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu
bangsa; dan

6. Memberikan dampak sosial yang positif.

Berdasarkan Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonaiifi keedapat
lima fokus dan kegiatan prioritas bidang ekonomi kreatif, yaitu:

1. Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis seni dan budaya
a. Pengembangan perfilman Indonesia;

Pengembangan seni pertunjukan Indonesia;

Pengembangan Industri musik Indonesia;

Pengembagan seni rupa murni Indonesia;

Pengembangan kriya Indonesia;

~ 0o o0 T

Penguatan tatakelola dan kelembagaan ekonomi kreatif berbasis media,

Desain dan iptek.

Q@
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2.

Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek

a. Pengembangan konten media elektronik dan &eta

b. Pengembangan konten media digital;

c. Pengembangan desain dan arsitektur;

d. Penguatan tatakelola dan kelembagaan ekonomi kreatif berbasis media,
e. Desain, dan iptek.

Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif

a. Pengembangan standardisasi profesi di bidang ekorkoeaitif;

b. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya insani ekonomi kreatif;
c. Penciptaan inovasi bidang ekonomi kreatif yang bernilai tambah.
Penguatan institusi dan pengembangan pemasaran Ekonomi Kreatif

a. Harmonisasi Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif;

b. Penguatan kerjasama pengembangan ekonomi kreatif antarlembaga di dalam
maupun di luar negeri;

Peningkatan apresiasi terhadap karya, produk dan jasa kreatif;

d. Perluasan dan penguatan pasar dalam negeri, serta pengembangan pasar luar
negeri.

Dalam pengembangaekonomi kreatif, diperlukan satu landasan utama dan lima pilar
utama yang harus diperkuat, yaitu:

1.
2.

Sumber daya insaradalah individuindividu atau sumber daya manusia yang kreatif;

Industri yaitu kumpulan dari perusahaan yang bergerak di dalam bidangsindu
kreatif;

Teknologiyaitu enabler untuk mewujudkan kreatifitas individu dalam bentuk karya
nyata;

Sumber dayayaitu input selain kreativitas dan pengetahuan individu yang
dibutuhkan dalam proses kreatif, misal: SDA, lahan, bahan baku;

Institusi yaitu tatanan sosial, public places and spaces(norma, nilai, kebijakan,dan
hukum) yang mengatur interaksi antarmanusia, serta kelembagaan yang terkait
dengan ekonomi kreatif;

Lembaga Pembiayaayaitu lembaga intermediasi keuangan.
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“The Triple Helix”
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Gambar2.2 Model Pengembangaikonomi Kreatif

Pengembangan ekonomi kreatif telah diamanatkan melalui Instruksi Presiden No. 6
Tahun 2009. Presiden menginstruksikan kepada 27 pimpinan Kementerian dan Badan
serta seluruh pimpinan gubernur, bupati/walikota Indonesia. Pemerintah mendukung
Mendukung kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif tahun @ud%, yakni
pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreativitas, keterampilan, dan bakat
individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis
dan berpenganh pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, dengan sasaran, arah, dan
strategi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

Pada Inpres No. 6 Tahun 2009, terdapat penjelasan mengenai Sasaran, Arah, dan Strategi
Pengembangan Ekonomi Kreafihhun 200§2015, dengan disertai penanggung jawab
pelaksanaan setiap strategi dari setiap arah dan sasaran. Terdapat 6 sasaran, 21 arah,
dan 83 strategi dalam pengembangan ekonomi kreatif, yang akan dijelaskan sebagai
berikut.
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Tabel2.1

Roadmap Eonomi Kraetif Nasional 2025

Misi Ekonomi Kreatif

<2015 (Penguatan Pondasi

dan Pilar)

2015-2025 (Akselerasi)

1. Peningkatan kontribusi industri kreatif
terhadap pendapatan domestik bruto
Indonesia

2. Peningkatan ekspor nasional dari
produk/jasa berbasis kreatifitas anak
bangsa yang mengusung muatan lokal
dengan semangat kontemporer

3. Peningkatan penyerapan tenaga kerja
sebagai dampak terbukanya lapangan
kerja baru di industri kreatif

4. Peningkatan jumlah perusahaan
berdaya saing tinggi yang
bergerak di industri kreatif

5. Pengutamaan pada pemanfaatan
pada sumber daya yang
berkelanjutan bagi bumi &
generasi yang akan datang

6. Penciptaan nilai ekonomis dari
inovasi kreatif, termasuk yang
berlandaskan kearifan dan
warisan budaya nusantara

7. Penumbuhkembangan kawasan-
kawasan kreatif baru di wilayah
Indonesia yang potensial

8. Penguatan citra kreatif pada
produk/jasa sebagai upaya
‘National Branding’ Indonesia di
mata dunia Internasional

Kontribusi PDB mencapai 6-8%
(Syarat pertumbuhan PDB IK
minimal 7-9%)

Kontribusi ekspor IK mencapai
minimal 6-8% (Syarat: rata-rata
pertumbuhan ekspor 9-11%)

Kontribusi tenaga kerja IK
mencapai minimal 6,5%

Jumlah perusahaan Industri Kreatif
meningkat 1,5-2 kali jumlah perusahaan
Industri Kreatif tahun 2006

Mendukung pengurangan laju deforestasi
1 juta hektar/tahun dan pengurangan
emisi karbon 1,2 miliar ton /tahun

* Pertumbuhan Paten domestik
terdaftar sebesar 4%

* Pertumhbuhan Hak Cipta domestik
terdaftar sebesar 38,94%

* Pertumbuhan Merk domestik
terdaftar sebesar 6%

* Pertumbuhan Desain Industri
domestik terdaftar sebesar 39,7%

Menumbuhkembangkan kawasan kreatif
potensial sebanyak 2X jumlah kawasan
saat ini

Menciptakan 200 brand lokal baru yang
terpercaya dan telah secara legal
terdaftar di Dirjen HKI di Indonesia dan

Kontribusi PDB mencapai 9-11%
(Syarat pertumbuhan PDB IK
minimal 11-13%)

Kontribusi ekspor IK mencapai
7-9%

(Syarat: rata-rata pertumbuhan
ekspor 10-12%)

Kontribusi tenaga kerja IK
mencapai minimal 10%

Jumlah perusahaan Industri Kreatif meningkat
3-4 kali jumlah perusahaan Industri Kreatif
tahun 2006

Melanjutkan mendukung pengurangan laju
deforestasi & emisi karbon berdasarkan
kesepakatan baru post-Kyoto 2012

* Pertumbuhan Paten domestik terdaftar
sehesar 4%

* Pertumbuhan Hak Cipta domestik terdaftar
sebesar 38,94%

* Pertumbuhan Merk domestik terdaftar
sebesar 6%

* Pertumbuhan Desain Industri domestik
terdaftar sebesar 39,7%

Menumbuhkembangkan kawasan kreatif
potensial sehanyak 2X jumlah kawasan tahun
2015

Menciptakan 504 brand lokal yang terpercaya
dan telah secara legal terdaftar di Dirjen HKI
di Indonesia dan juga di kantor paten negara

juga di kantor paten negara tujuan ekspor tujuan ekspor
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Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tab2023088alah
mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR.

Visi RPJPN tahun 202025 tersebut mengarah pada peneagn tujuan nasional,
seperti tertuang dalam Pembukaan Undddgdang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Visi tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat
kemandirian, kemajuan, keadilan, dan kemakmuran yang ingin dicapai

Visi Presidn Untuk Periode Tahun 20@2014

a. Kesejahteraan Rakyat, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui
pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya kekayaan
sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan bb@iagsa yang
akan dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuartelamlogi.

b. Demokrasi, yaitu terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis,
berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertangguadp
serta hak asasi manusia.

c. Keadlan, yaitu terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan
oleh seluruh masyakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh
bangsa Indonesia

ALUR PIKIR BT N
PEMBANGUNAN | rperdogangan | s
BIDANG —_—
EKONOMI Kebijakan Investasi | Menarik
PRIORITAS | twestasi (1) | Peningkatan _
PEMBAN G UNAN Menjaga Daya Beli Menjaga Permintaan
BIDANGEKONOMI Masyarakat Konsumsi (C)
RPIM 2010-2014 ' - i )
Kebijakan Fiskal Pengeluaran Pertumbuhan
Berkelanjutan Pemerintah (G) d — EkonomiYang

- Berkelanjutan
Kebijakan Peningkatan !

Industri Sektor Industri

) Peningkatan Sektor Peningkatan
Kebijakan Pertanian | Pertanian, —

Dengandidukung: ) Produksi
. Kehutanan, Perikanan
* Pembangunaninfrastruktur -
* Pengembangan iptek LA ELELL ) Pengembangan
— Pengembangan & .g
* Pembangunan SDM Sektor Tersier Sektor Tersier _
) — P peninglatan
ebijakan Moneter | ... \ijai Tukar — Kesejahteraan
* PembangunanSDA dan LH
3 Stabilitas Rakyat
Kebijakan Fiskal APBN yang L Ek i
Berkelanjutan sustainable onomiyang

Kokoh

Kebijakan Sektor Stabilitas Sektor
Keuangan keuangan
Kebijakan Tenaga Peningkatan
LG Kesempatan Kerja
Pembangunan

peI;elaijakan Pengurangan Ekonomiyang _
CHLCITEIY Kemiskinan Inklusif dan

kemiskinan )
Berkeadilan
8 Kebijakan UKM

Gambar 23 Alur Pikir Prioritas Pembangunan Bidang Ekonomi RPIJM 2@014
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RPJMN 209 ¢ 2014 mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kesejahteraan rakyat dicapai melalui
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas ekonomi yang kokoh, dan
pembangunan ekonomi yang inkifi dan berkeadilan. Peningkatan kesejahteraan ini
dicapai melalui pembangunan pada 13 prioritas pembangunan.

Dari 13 prioritas pembangunan tersebut, sektor ekonomi kreatif setidaknya berperan
pada 6 prioritas bidang, yaitu:

1. Menjaga daya beli masyarakatempan cara menjaga tingkat konsumsi, baik
individu, masyarakat, maupun pemerintah, dalam struktur pengeluanasyarakat.
Tingkat konsumsi dalam negeri ini merupakan salah satu indik&ioerja
kementerian. Produk dan jasa ekonomi kreatif sebagian bekangdumsi didalam
negeri. Tingkat konsumsi ini akan berpengaruh langsung pada kiakgaomi
kreatif. Selain itu, produk dan jasa ekonomi kreatif identik dengan sesmisan
budaya, kearifan lokal, dan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Metgpagarnsi
produk dan jasa ekonomi kreatif sangat erat kaitannya dergglastarian budaya
bangsa dan kecintaan terhadap bangsa.

2. Kebijakan industri, sangat penting untuk kemajuan sekgktor industri. Ekonomi
kreatif dengan 15 subsektor industri yang relatifrisamembutuhkan kebijakan
kebijakanbaru yang sesuai dengan karakteristik industri, sehingga tata kelola atau
aturan main industri menjadi semakin baik. Dalam hal ini, kementerian akan
senantiasa berupaya mengharmonisasikan kebijetetnjakan industri yamterkait
dengan 15 subsektor industri kreatif.

3. Kebijakan sektor keuangan, bertujuan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.
Pengaturan tingkat bunga, kebijakan perbankan merupakan beberapa diantaranya.
Ekonomi kreatif sangat dekat dengan ekonomi digiGaat ini negaraegara di
dunia semakin menyesuaikan kebijakan sektor keuangannya dengan karakteristik
ekonomi digital. Kementerian akan senantiasa mengharmonisasikan kebgakeor
keuangan yang sesuai dengan ekonomi digital, dengan tetap mesfabditas
sektor keuangan.

4. Kebijakan tenaga kerja, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Saat ini, sector
industri kreatif menyerap 8,5 juta tenaga kerja di tahun 2010. Peningkatan tingkat
partisipasi penyerapan tenaga kerja ini merupakan salah satu targedrj&
kementerian.

5. Kebijakan pengurangan kemiskinan, di ekonomi kreatif dilakukan terutasialui
peningkatan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktidikdkukan melalui
pemanfaatan ide, kreativitas, dan pengetahuan untuknciptakan nilai ambah,
sehingga tingkat pendapatan secara langsdihgrapkan semakin membaik.

6. Kebijakan UMKM, akan mempengaruhi perkembangan ekonomi kreatif. Jumlah
usaha yang ada di sektor industri kredidrkembang terussebagiarbesar adalah
UMKM. Pemerintah Daeraharus selalu berupayanengharmonisasikarkebijakan
UMKM yang sesuai dengan karakteristik seatdustri kreatif
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2.2. RENCANA PEMBANGUNABANGKA PANJANG DAMNGKA
MENENGAH PROVINSNMABARAT

Berdasarkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Rarabr 2 Tahun

2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2002013, bahwa arahan dalam pelaksanaan penataan ruang perlu
memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang
berkelanutan.

Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan pada RPJM Daerah ini adalah
sebagai berikut :

1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana dan
terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana
tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan
kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat
sinergis, serasi dan berkelanjutan;

2. Peningkatan perhatian kepada wilayah tertinggal agar ketegabtan wilayah
tersebut tidak terlalu besar bahkan dapat sejajar dengan wilayah lain yang telah lebih
dulu berkembang. Untuk itu akan dilakukan percepatan pembangunan wilayah
tertinggal melalui pendekatan peningkatan manusianya maupun sarana dan
prasaranany;

3. Keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan
ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar
dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan.
Sedangkan pemlmgunan perdesaan diarahkan pada pengembangan-desa pusat
pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sektor
lainnya sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja, peningkatan sumberdaya manusia
di perdesaan khususnya dalam pelg@an dan pemanfaatan sumber daya.
Pertumbuhan tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi
masyarakat dan daya saing perdesaan;

4. Kerjasama antardaerah dikembangkan guna menciptakan sinergitas dan integrasi
wilayah serta efektivitas dalam peelglaannya, khususnya di kawasan metropolitan
dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi.
Kerjasama antar daerah diarahkan dalam rangka efisiensi pelayanan publik maupun
pembangunan lainnya melalui kerjasama pembiayaan, mtaupemeliharaan dan
pengelolaan sarana dan prasarana sehingga dapat berbagi manfaat diantara daerah
yang bekerjasama;

5. Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan sehingga wilayah perbatasan
sebagai wajah Jawa Barat dapat menjadi pintu gerbang yaencirikan kemajuan
Provinsi Jawa Barat. Program prioritas di masiraging wilayah perbatasan adalah
sebagai berikut:

a. Wilayah Jabodetabekjur :
U Penguatan kelembagaan dengan fokus pada revitalisasi kelembagaan BKSP
Jabodetabekjur;
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U Penataan Ruang dengdokus sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Jabodetabekjur;

U Pengembangan transportasi regional dengan fokus pembangunan jaringan
moda angkutan massal;

U Penataan sumberdaya air dengan fokus penataan DAS, pengarasuizaku,
serta pembangunan dan rehabilitasi situ/waduk;

U Pengembangan pengelolaan persampahan dengan fokus pembangunan
tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;

U Penanganan pendidikan dengan fokus pembangunan sarana penddiikan
peningkatan kesejahteraan guru;

U0 Penanganan kesehatan dengan fokus penyediaan sarana kesehatan dan
penanggulangan penyakit menular;

i Pengembangan ekonomi dengan fokus penetapan dan pemanfaatan kawasan
ekonomi khusus;

U Pengembangan agribisnis dengan fokesnbangunan rumah potong hewan
regional, pelelangan ikan regional dan pasar induk regional;

U Penanganan tenaga kerja, kependudukan dan sosial dengan fokus
pembangunan sistem informasi kependudukan Jabodetabekjur dan
pembangunan informasi tenaga kerja.

b. Wilayah perbatasan Jawa Baralawa Tengah :
U Bidang Sosial dan Pemerintahan :

A Kesehatan, dengan fokus penanganan keluarga miskin;
A Pendidikan, dengan fokus praktek kerekolah Menengah Kejuruan
(SMK dan pendataan siswa,
A Batas wilayah, dengan fokus penetaipbatas wilayah dan pembangunan
tugu batas.
U Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup :

A Penataan Ruang dan Permukiman, dengan fokus koordinasi penataan
ruang;

A Lingkungan Hidup, dengan fokus pengelolaan daerah aliran sungai;

A Pengelolaan Sumber Daya Air, ndan fokus pembangunan
bendung/waduk dan normalisasi sungai serta rehabilitasi jaringan irigasi;

A Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dengan fokus pembangunan dan
peningkatan jalan serta pembangunan jembatan;

A Perhubungan, dengan fokus pembangunan PJU semtaocsiisasi fungsi
dan kelas jalan.

U Bidang Ekonomi :

A Pertanian, dengan fokus pemberantasan hama dan pertanian multi
aktivitas (padic ternak) dan relokasi dan optimalisagieck pointternak
dan hasil hutan;
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A Perdagangan dan Jasa, dengan fokus pembangunarpeaataan pasar
kecamatan;
A Pariwisata, dengan fokus koordinasi dan pengembangan paket wisata.

c. Wilayah Perbatasan Jawa BaBsdnten :
U BidangKesejahteraan Masyarakdan Pemerintahan :

A Kesehatan, dengan fokus penanganan keluarga miskin dan penyakit
menular;

A Pendidikan, dengan fokus penanganan keluarga miskin, peningkatan mutu
pendidikan dan kesejahteraan guru;

A Sosial, dengan fokus perlindungan masyarakat adat kaolotan;

A Batas wilayah, dengan fokus penataan dan penetapan batas wilayah
provinsi, pembangumapilar dan gapura batas wilayah.

U Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah :

A Penataan Ruang dan Permukiman, dengan fokus koordinasi penataan
ruang perbatasan dan pengendalian lingkungan hidup serta penyediaan
rumah layak huni;

A Pengelolaan Sumber Daya rAi dengan fokus pembangunan
bendung/waduk, normalisasi sungai, rehabilitasi jaringan irigasi dan
penyediaan prasarana dan sarana air bersih;

A Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dengan fokus pembangunan,
peningkatan jalan dan peningkatan status jalan sertanipgngunan
jembatan;

A Perhubungan, dengan fokus pengendalian muatan lebih dan penataan
terminal serta trayek angkutan.

U Bidang Ekonomi :

A Perdagangan dan Jasa, dengan fokus pengembangan pusat pemasaran
dan pembinaarkUMKM;

A Pariwisata, dengan fokus penataan kesan wisata dan pengembangan
paketpaket wisata,

A Ketenagakerjaan, dengan fokus memberikan peluang kepada masyarakat
untuk memperoleh pekerjaan (masyarakat berbudaya kerja).

Kebijakan pembangunan kewilayahan di Jawa Barat tentu tidak terlepas dari kebijaka
kewilayahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008, Pemerintah telah menetapkan kawasan strategis nasional di Jawa
Barat,Kabupaten Bandung merupakan kawasan Andalan Cekungan Bandung (Kabupaten
dan Koa Bandung Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian Kabupaten
Sumedang), difokuskan pada:

a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;
b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
c. Pengendalian pencemaran (air, udara dan sampabh);
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Pembangunan infrastralr transportasi;

Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah
lingkungan;

Peningkatan mutu air baku;

Pengendalian pencemaran air;

Penindatan cakupan listrik perdesaan;

Penyediaan energi alternatif;

Pengembangan Jasa dan Perdagamg

Penataan daerah otonom.

Dalam rangka menciptakan suatu rentang kendali yang proporsional dan mencapai hasil
yang optimal dalam pembangunan setiap wilayah di Jawa Barat maka peran Badan
Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan perlu dioptimalkan daarkdigt. Dengan
mengacu pada perkembangan dalam pembangunan serta mencermati karakteristik
potensi dan permasalahan di setiap wilayah di Jawa Barat maka pembagian Wilayah Kerja
Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) adalah sebagai berikut:

1.

WKPP Cirebon dengdimgkup kerja, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten
Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan;

WKPP Priangan dengan lingkup kerja Kota Bandun$abupaten Bandung
Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut
Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya,
dengan memperhatikan secara khusus Wilayah Bandung Raya sebagai pusat kegiatan
nasional (PKN) dan fungsi sebagai ibu kota provinsi;

WKPP Purwakarta, dengan lingkup kerja Kabupafurwakarta, Kabupaten
Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi;

WKPP Bogor, dengan lingkup kerja Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten
Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok.

KabupaterBandungermasuk kedalam WHKPPrianga dengan fungsi sebagai berikut

a.

Merupakan kawasan penyangga dalam sistem pengembangan Pusat Kegiatan
Nasional (PKN) Metropolitan Bandung;

Sebagai bagian dari Kawasan Andalan Cekungan Bandung dalam sektor industri,
pariwisata dan pertanian;

Sebagi wilayah konservasi.
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2.3. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAN JANGKA
MENENGAH KABUPATEN BANDUNG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung dituangkan dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung tahun 200625, dimana Visi yang
diemban Kabupaten Bandung adalah :

EY! . 't! ¢9b . ! b5!bD ,!bD w9t9l w!tLI Y9we
Adapun Misi untuk mewujudkan visi tersebut meliputi:

1) Mewujudkan Kabupaten Banduygng Aman dan Tertib

2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

3) Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan

4) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

5) Menciptakan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan

6) Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdasing

ArahKebijakanPembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bandung terkait aspek fisik dan
lingkungan, ekonomi dan sosial budaya meliputi Misi (3), (4) dary&:

1. Meningkatkan Daya Dukung dan Kualitas Lingkungan
a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
1 Berkurangnya luas lahan kritis.
1 Menurunnya tingkat bahaya erosi (TBE).
1 Menurunnya laju sedimentasi di daerah tangkapan air.
1 Meningkatnya kesuburan tanah.
1 Berkurangnya tingkat pencemaran lingkungan

b. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang efisie@hréingkungan dan
berkelanjutan (Sustainable Resources Management)

1 Meningkatnya penambangan sumber daya alam yang sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan, sehingga dapat digunakan untuk
kepentingan kehidupan masyarakat saat ini dan yang akan datang.

1 Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam dengan teknologi yang ramah
lingkungan.

1 Berkurangnya kegiatan penambangan tanpa izin.

c. Terwujudnya Pola Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah

1 Meningkatnya Kuantitas dan kualitas Ruang TikebHijau.
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il
il

Kualitas kawasan permukiman meningkat (ketersediaan fasilitas umum dan
sosial yang sesuai dengan ketentuan/standar yang ada).

Berkurangnya tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang.

Berkurangnya perubahan guna lahan terutama pada kawasan lindung.

d. Tewujudnya pengelolaan sampah, limbah serta polusi yang baik dan terpadu

1
1

T

Berkurangnya tingkat pencemaran.

Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengolahan sampah/limbah
terpadu.

Termanfaatkannya sampah/limbah sebagai sumber pendapatan.

2. Meningkatkan Kugas Sumber Daya Manusia

a. Terwujudnya pemerataan dan perluasaan kesempatan memperoleh pendidikan

T
)l

Meningkatnya wajar dikdas.

Berkurangnya masyarakat keluarga miskin yang tidak memperoleh hak
pendidikan wajar dikdas.

Meningkatnya daya dukung sarana dan prasa pendidikan terutama di
daerah tertinggal.

b. Meningkatnya mutu dan daya saing masyarakat pada bidang pendidikan

T
)l
il
T

Angka melek huruf. Berkurang.
Angka putus sekolah berkurang.
Kualitas dan kuantitas sarana pendidikan meningkat.

Kualitas dan kuantitas gurueningkat.

c. Meningkatnya pola hidup sehat dan kualitas kesehatan lingkungan

T
il
il
T
il

Menurunnya angka kesakitan.

Menurunnya penyakit menular.

Menurunnya AKI dan AKB.

Meningkatnya pembinaan dan pendidikan pola hidup sehat bagi masyarakat.

Meningkatnya akses terhadaprana kesehatan lingkungan.

d. Tersedianya daya dukung sarana dan prasarana kesehatan dan olahraga

1 Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana pendidikan.
1 Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau
secara geografis maupun biaya.
1 Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana keagamaan sesuai
peraturan yang berlaku.
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1 Meningkatnya daya dukung sarana dan prasarana seni, budaya dan olahraga
yang terpadu.

3. Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya Saing
a. Terwujudnya perkembangandastri dan UMKM berbasis potensi lokal.

1 Meningkatnya penggunaan bahan baku lokal oleh sebagian besar industri
unggulan.

1 Meningkatnya penggunaan tenaga kerja lokal untuk bekerja di industri lokal.
1 Meningkatnya jumlah lembaga ekonomi dan UMKM yang sehat.
1 Meningkatnya kemampuan pengelolaan dan fasilitasi akses permodalan.
1 Pengembangan kemitraan usaha hulu hilir secara terintegrasi.
b. Terwujudnya potensi pariwisata daerah yang berdaya saing
1 Meningkatnya kualitas lingkungan kawasan pariwisata di Kabupaten Bgndun
1 Meningkatnya pengelolaan daerah tujuan wisata.
1 Meningkatnya keanekaragaman objek wisata.
1

Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke olgbjek wisata di
Kabupaten Bandung

Meningkatnya pola kerjasama, kemitraan dan promosi wisata daerah.

Terciptarya wisata desa yang berbudaya sunda, religius dan berwawasan
lingkungan

1 Meningkatnya pendapatan masyarakat setempat dan daerah
1 Terwujudnya wisata pesisir
c. Meningkatnygpertumbuhan investasi
1 Meningkatnya kemampuan berwirausaha bagi para pelaku UMKM.
1 Meningkdnya pelayanan pemerintah berupa perizinan satu pintu.
1 Terwujudnya pelayanan investasi yang mudah, murah, cepat dan pasti.
1

Meningkatnya infrastuktur dan suprastruktur yang mendukung pertumbuhan
investasi secara kuantitas dan kualitas.

d. Terlaksananya pembangan Pusat Pusat Perdagangan
1 Revitalisasi pasar tradisional dan penataan pedagang informal (PKL).

1 Meningkatnya Pemasaran hasil produk unggulan lokal di kawasan objek
wisata.

Meningkatnya jumlah sentra perdagangan produk unggulan.
Meningkatnya fasilitagang mendukung pemasaran produk unggulan.
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1 Meningkatnya jangkauan pasar produk unggulan.
1 Meningkatnya ketersediaan pasar tradisional yang ramah lingkungan.

e. Terwujudnya lembaga ekonomi produktif (koperasi, Bank Desa, BMT dan
. 1a59{ RSy3ly ugntkdnvedsdralNgar® méndidan maju

1 Meningkatnya jumlah koperasi, Bank Desa, BMT dan BUMDES dengan pola
syariah maupun konvensional.

Pentahapan pembangunan dalam RPJPD dijabarkan sesuai dengan periode masa jabatan
kepala daerah, yaitu setiap 5 tahunengan demikian dalam jangka waktu 20 tahun ke
depan, terdapat 4 tahapan pembangunan yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah,
dimana pada saat ini sedang memasuki Tahaplkéahun 20102015) dengan prioritas
pembangunan sebagai berikut:

a. Memantapkan penataan Indonesia dalam segala bidang, dengan menekankan upaya
peningkatan kualitas sumber daya manusia (termasuk pengembangan kemampuan
ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian).

b. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan katseh dan pendidikan,
pembangunan infrastruktur strategis, revitalisasi pertanian, perdagangan, jasa dan
industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta
penataan struktur pemerintahan daerah untuk menyiapkan kemandimasyarakat
Jawa Barat.

c. Peningkatan kuantitas dan kualitas Infrastruktur dan Suprastruktur dalam rangka
peningkatan kualitas sumbeagla manusiali berbagai bidang.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung dituangkan dalam
Perauran Daeah Kabupaten Bandung Noll Tahun 2011Tentang Rencana
Pembangunan JangKdenengah Daerah (RPJMDXabupaten Bandundahun 2010-

2015.

Dengan mempertimbangkan isu yang ada, maka visi Pemerintah Daerah Kabupaten
Bandung, yang dituangkan dalam RPJMD tali®2 2015, yang hendak dicapai adalah
G¢SNBdz2dzRy &l Yl odzLdr 6Sy . lyRdzy3d &ly3 al 2dz
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Pemantapan Pembangunan Perdesaan,

. SNIFYRFaAllyYy wSfAIAdzAS YdzZ GdzZNI £ RIYy . SNBLIL gt

Denga memperhatikan isu dan pencapaian visi Kabupaten Bandung yang maju, mandiri
dan mampu bersaing tersebut, maka dirumuskan 7 (tujuh) Misi Kabupaten Bandung
dalam rangka pencapaian Visi Kabupaten Bandung @005, sebagai berikut :

aAd&A t SNIFYHG Y o alOSNPAFSa A2y AaYS O0ANR] NI &aA¢é

alaA YSRdzZY GaSyiay3airalry {(dzftAdla {5a 0LIS)
LYY RFEYy GF{16F aSNILI YSESadlNAR{lYy o0dzRIF&F &o

aAlaA YSGAILY aGaSYlyalLJqlry LISYoly3dzyly LISNRS
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Terkait penyusunan RTRW dalaMisi ke5 vyaitu Meningkatkan ketersediaan
infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayghitu Terwujudnya Pola dan struktur
ruang yang sesuai dengan tata ruang wilayah dengan strategi :

a) Pengaturan polgenggunaan lahan pada wilayah yang berkembang pétadil akhir
yang akan dicapai adaldtetersediaan informasi mengenai RTRW Kabupaten beserta
rincinya melalui peta

b) Peningkatan aspirasi masyarakat dalam perencanaan penataan ruang

c) Penyediaan dokumerencana tata ruang sesuai dengan kebutuhan

d) Peningkatan pelayanan pengendalian pemanfaatan ruang kepada masyarakat

Rencana Program Prioritas Kepala Daerah Periode Tahu2BQ50yaitu :

a)

b)

9)

Strategi peningkatan pendapatan pertanian melalui : Produk petararganik,
Konservasi berbasis ekonomi, Rumah kemasan, Pengembangan agribisnis potensi
lokal, Pembenahan bumdes pertanian, Restoran organik.

Pengembangan pasar tradisional melalui : pembenahan tempat dan kelengkapan
jenis jualan.

Penataan Pedagang Kdkima (PKL) melalui : relokasi, penetapan waktu jual dan
penataan kios.

Pengelolaan sampah melalui : pembenahan TPS, penyiapan TPA alternatif dan
pengolahan sampah (organik dan anorganik)

Pembuatan air minum mineral

Penanggulangan akibat banjir melaluenihggian bangunan rumah, pembuatan
danau dan sumur resapan, dan pembentukan tim siaga bencana.

Perbaikan infra struktur jalan melalui penutupan dengan sirtu, perbaikan permanen
Apbd/Apbn dan pembangunan tol seroja.

h) Peningkatan derajat kesehatan melalBevitalisasi posyandu, perbaikan fasilitas
puskesmas setara RS dan penerapan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh
masyarakat Kabupaten Bandung.

i) Penataan taman kota/kecamatan/desa/kelurahan

]) Pemberdayaan aparatur pejabat tiap tingkatan
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k) Wisata terpadu

[) Perbaikan rumah kumuh

2.4. RENCANA TATA RUANG WAYAH PROVINSI JAWABARAT
TAHUN 2009 - 2029

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2@I¥9 Kebijakan dan strategi penataan
ruang, meliputi :

a. Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang;
b. Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang; dan

c. Kebijakan dan strategi pengendalian pemanfaatan ruang.

Kebijakan prencanaan tata ruang, meliputi

a. Penyusunan dan peninjauan kembali rencanaatatang yang dilakukan melalui
pendekatan partisipatif;

b. Tindaklanjut RTRWP ke dalam rencana yang lebih terperinci;
c. Penyelarasan RTRW Kabupaten/Kota dengan substansi RTRWP.

Strategi @rencanaan tata ruang meliputi

a. Peningkatan peran kelembagaan dan peratesenasyarakat dalam perencanaan tata
ruang;

Penyelarasan RTRW Kabupaten/Kota dengan RTRWP;
Menjadikan RTRWP sebagai acuan bagi perencanaan sektoral dan wilayah;
Penyusunan kesepakatan RTRWP dengan RTRW provinsi yang berbatasan;

® a0 o

Penyusunan Rencana TataaRg KSP.

Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang, terkait dengan pengembangan dan
pembangunan Kabupaten Bandung, meliputi:

1. Kebijakan dan strategi pengembangan wilayah

Kabupaten Bandung sebagai bagian dari WP KK Cekungan Bandung, meliputi Kota
BandungKaupaten Bandung Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan sebagian
wilayah di Kabupaten Sumedang.

a. Ditetapkan menjadi kawasan yang dibatasi perkembangannya.

b. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur wilayah yang mendukung fungsi
masingmasing kawasan.

2. Kebipkan dan strategi pengembangan struktur ruang
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Kebijakan pengembangan struktur ruang, meliputi:

a.

pemantapan peran perkotaan di Daerah sesuai fungsi yang telah ditetapkan, yaitu
PKN, PKNp, PKW, PKWp, dan PKL;

pengembangan sistem kotdesa yang sesuai denganayhdukung dan
dayatampung serta fungsi kegiatan dominannya;

pengendalian perkembangan kawasan perkotaan di wilayah utara serta wilayah
yang berada di antara wilayah utara dan selatan untuk menjaga lingkungan yang
berkelanjutan;

pengendalian perkembangan sem kota di wilayah selatan dengan tidak
melebihi dayadukung dan dayatampungnya;

penataan dan pengembangan infrastruktur wilayah yang dapat menjadi
pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan
wilayah untuk mewujudkan sistem kotadaerah;

mendorong terlaksananya peran WP serta KSP dalam mewujudkan pemerataan
pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk.

Strategi yang ditempuh untuk Kabupaten Bandung (WP KK Cekungan Bandung),
diantaranya adalah:

a.

Pemantapan peran kawasan perkotaan dieddn sesuai fungsi yang telah
ditetapkan.

Pengembangan sistem kotlesa yang sesuai dengan dayadukung lingkungan
serta fungsi kegiatan dominannya.

Pengendalian dan pengembangan sistem kota di wilayah selatan sesuai dengan
dayadukungnya.

Pengendalian perkebangan kawasan perkotaan di wilayah utara dan wilayah
yang berada di antara wilayah utara dan selatan untuk menjaga lingkungan yang
berkelanjutan.Penataan dan pengembangan sistem prasarana wilayah yang dapat
menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengeindadan pendorong
pengembangan wilayah untuk terwujudnya sistem kota di daerah.

Pendorong terlaksananya peran WP dan KSP dalam mewujudkan pemerataan
pertumbuhan wilayah dan sebaran penduduk.

3. Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang

Sektor unggulan gng dapat dikembangkan di WP KK Cekungan Bandung meliputi
pertanian, hortikultura, industri nopolutif, industri kreatif, perdagangan, jasa,
pariwisata dan perkebunan, dengan meningkatkan manajemen pembangunan yang
berkarakter lintas kabupaten/kota yangaara kolektif berbagi peran membangun
dan mempercepat perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Bandung Raya.

Untuk Rencana Wilayah Pgembangan (WP) Cekungan Bandung yang diarahkan untuk
pengembangan Kabupaten Bandung, antara lain:
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1) Kabupaten Bandung, diarahkaebmgai bagian dari PKN, dengan kegiatan utama
industri nonpolutif, agro industri, wisata alam, pertanian dan perkebunan.

2) Pengembangan Permukiman Perkotaan dengan :

1 Pengembangan hunian vertikal terutama di kawasan perkotaan, industri dan
pendidikan.

Penindcatan pengelolaan persampahan dan revitalisasi TPA.
Peningkatan pelayanan air bersih;

Peningkatan pengolahan air limbah;

Penataan permukiman kumuh;

Penataan jaringan drainase perkotaan;

= =2 =4 A4 A -2

Pembangunan kawasan olahraga terpadu di PKN dan PKW dan saranasothhrag
PKL;

1 Pembangunan Rumah Sakit Tipe A di PKN, Rumah Sakit Tipe B di PKW dan Rumah
Sakit Tipe C di PKL; dan

1 Pembangunan pusat kebudayaan di PKN dan PKW.
3) Pengembangan Permukiman Perdesaan dengan :

1 Peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa teguial, desa terpencil,
dan kawasan rawan bencana;

1 Penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi terutama di
WP KK Cekungan Bandung bagian utara dan selatan;

Pembangunan sarana olahraga dan pusat kegiatan belajar; dan

Pembangunan Puskesma

2.5. PENATAAN RUANG BANDNG METROPOLITAN AREA
Kebijakan pengembangan struktur tata ruang wélla Metropolitan Bandung adalah

1. Pengembangan struktur tata ruang wilayah metropolitan Bandung dengan
mengembangkan sistem kotata fungsional / kawasan perkotaarsecara
terintegrasi antar wilayah Kabupaten dan Kota dalam bentuk kota inti dan kota satelit
sesuai dengan fungsinya masimgsing dan daya dukung lingkungan secara
berkelanjutan

2. Pengembangan kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsikkdéa dan wilayah ang
akan dikembangkan sesuai dengan daya dukung dan sumberdaya lokal serta
meningkatkan kesejahteraaan penduduk kawasan Metropolitan Bandung

3. Kebijakan pengembangan sistem jaringan jalan untuk meningkatkan keterkaitan antar
kota / pusat permukiman
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Kebipkan pengembangan pola pemanfaatan ruang Metropolitan Bandung adalah :

1.

Pengembangan pola pemanfaatan ruang wilayah baik untuk kawasan lindung
maupun kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung lingkungan secara
berkelanjutan.

Pemantapan, pengendalian, penhdn, pelestarian dan rehabilitasi kawasan
lindung, yang mencakup kawasan yang melindungi kawasan bawahannya, kawasan
lindung setempat, dan kawasan rawan bencana

Peningkatan luas kawasan yang berfungsi lindung dan menjaga kualitas kawasan
lindung.

Pengembagan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan
(ketersediaan air, kawasan konservasi) dan kesesuaian lahannya.

Peningkatan daya dukung lingkungan alamiah dan buatan serta menjaga
keseimbangan daya tampung lingkungan untuk menjaga gsrogsembangunan
berkelanjutan.

Konsep struktur tata ruang wilayah Metropolitan Bandung pada masa yang akan datang :

1.

Konsep |

Konsep struktur tata ruang wilayah Metropolitan Bandung ini didasarkan pada
integrasi rencanaencana tata ruang kabupaten/kotgang telah ada dalam suatu
kesatuan wilayah pengembangan.

Konsep Il

Konsep struktur tata ruang wilayah Metropolitan Bandung ini didasarkan pada
penerapan strategi tata ruang yang direkomendasikan dalam -studi
pengembangan BMA/MBUDP vyang telah ada malakaitannya dengan
pengembangan prasarana perkotaan.

Konsep llI

Konsep struktur tata ruang wilayah Metropolitan Bandung ini merupakan modifikasi
terhadap Konsep | dan Il dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan yang
terjadi.

Wilayah pengembangadetropolitan Bandung ini adalah :

1.
2.
3.

Kawasan Perkotaan Bandun@imahi
Wilayah Lembang dsk. / Bandung Utara
Wilayah Padalarang dsk.
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4. Wilayah Soreang dsk.
5. Wilayah Rancaekek dsk.

6. Wilayah Jatinangor dsk.
7. Wilayah Bandung Selatan

Arahan fungsi kota/kawasan perkotaan di Metropolitan Bandung adalah sebagai mana

disajikan pada tabel berikut ini

Tabel2.2

Arahan Fungsi Kot&ota di Metropolitan Bandung
Sampai Dengan Tahun 2025

Perkiraan
No Hierarki Kota/Kawasan Penduduk Fungsi
Perkotaan Perkotaan2025 Pengembangan
(Jiwa)
| | Kota Inti Kota Bandunglota 3.500.000 1 perdagangan & jasa
Cimahi 9 pemerintahan
1 pendidikan tinggi
Il | Kota Satelit | PadalarangNgamprah 500.000 9 industri
Kota dengan penduduk 1 perdagangan
100.006500.000 jiwa 1 permukiman
SoreangKatapang 300.000 9 pemerintahan
T industri
i Pertanian
9 perdagangan
9 permukiman
RancaekelCicalengka 300.000 1 perdagangan
9 permukiman
9 industri
Lembang 200.000 1 pariwisata
9 permukiman
Jatinango+Tanjungsari 200.000 1 pendidikan tinggi
9 permukiman
9 industri
Majalaya 200.000 9 industri
9 permukiman
Il | Kota Satelit Il Banjaran 100.000 9 industri
Kota dengan penduduk 1 permukiman
50.0006100.000 jiwa
CipeundeuyCikalong 100.000 9 industri
Wetan 1 permukiman
1
Cililin 100.000 9 permukiman
T industri
Pangaéngan 100.000 1 pariwisata
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Perkiraan

No Hierarki Kota/Kawasan Penduduk Fungsi
Perkotaan Perkotaan2025 Pengembangan
(Jiwa)
1 pertanian
9 permukiman
Ciwidey 100.000 1 pariwisata
1 pertanian
9 permukiman
IV | Ibukota Kecamatan
Kota dengan penduduk
< 50.000jiwa
Arjasari 50.000 1 permukiman
i pertanian
flindustri agro
Nagreg 50.000 9 permukiman
findustri agro
Sukasari 30.000 1 permukiman
1 pertanian
Kertasari 30.000 1 permukiman
I pertanian
Pacet 25.000 9 permukiman
1 pertanian
Cikancung 25.000 9 permukiman
i perdagangan
findustri
Gunung Halu 25.000 1 permukiman
1 pertanian
Cipongkor 15.000 1 permukiman
1 pertanian
Sindangkerta 15.000 1 permukiman
1 pertanian
Rongga 10.000 9 permukiman
1 pertanian
Rancabali 10.000 9 permukiman,
i pertanian

Sumber: Penataan Ruang Metropolitan Bandung, Tahun.2006
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Gambar2.4

Pembagian Wilayah Pengembangan Metropolitan Bandung

Kab. Cianjur
Kab.
Sumedang

Kab. Cianjur

atuan Wilayah Pén

s ) Kab. Garut

[ Bandug-Cimahi dan % & % e
I Ciwidey dan sckitarn:

[ ] Jatinangor dan sckitarny Sumbe - - Dings Tata Ruang dan Permukimin

|| Lembang dan sckitarnya  ProvinJaw B 201

[ Majalaya dan sckitarnya

[ Padalarang dan sckitarnya ok ok Pt o B
[ 1 Soreang dan sckitamya 2003

Pengyusuwnan Rencana Pengembangan Elbonome Rueat

2| 23
Rabupaten Bandung Tabun 2014-2019 |



Gambar2.5

Fungsi Kota Dalam Penataan Ruang Metropolitan Bandung

Cipeundeuy
Industri
Permukiman

Padalarang - Ngamprah
Industri

Perdagangan
Permukiman

Jatinangor
Pendidikan Tinggi
Permukiman

Lembang
Pariwisata
Pertanian

v ey ~

|

| Rancackek - Cicalengka
+ Industri

| Perdagangan

]

Y .. 44 Majalaya
o é Industri

Bandung - Cimahi
Jasa

Pemerintahan
Pendidikan Tinggi
Industri

Cililin

Pertanian

Soreang

Pemerintahan

Industri
p—

Banjaran
Industri
Permukiman

Ciwidey ll
I 1 |

N |
[ g //,,

Kab. Garut
0 .

Hierarki Kota
Kota Inti

Kota Satelit T

Kota Satelit I1 \\N /) Dinas Tata Ruang dan Pe
\ A P Pemerintah Dacrah Pr
‘ 2008

@® Ibukota Kecamatan Nl

iman
wsi Jawa Barat

Secara umum, pola spasial pemanfaatan ruang kawasan lindung tersebar terutama di
bagian utara dan selatan wilayah Metropolitan Bandung. Kawad¢indung di
Metropolitan Bandung meliputi :

1. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya

Pengembangan kawasan ini diarahkan pada fungsi perlindungan wilayah atau yang
memiliki keterkaitan kuat dengan fungsi hidrologis. Kawasan yang memberikan
perlindungan kawasan bawahannya di wilayah Metropolitan terdiri dari

a. Kawasan Hutan Lindung

Adapun kawasan hutan lindung di Metropolitan Bandung terseb&edamatan
Banjaran, Kecamatan Cimaung, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Kertasari,
Kecamatan Pagt dan Kecamatan lbun.
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b. Kawasan Resapan Air

kawasan resapan air di kawasan perencanaan tersebar di Kecamatan
Parongpong, Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan
Cibeunying yang pada kondisi saat ini telah banyak yang menjadi kawasan
terbangun.

2. Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

Kawasan lindung yang merupakan kawasan perlindungan setempat di wilayah
Metropolitan Bandung terdiri dari :

a. Sempadan Sungai
b. Kawasan Sekitar Mata Air
3. Kawasan Suaka Alam

Kawasan suaka alam yang terdapat diayah Metropolitan Bandung antara lain
adalah Taman Hutan Raya.

4. Kawasan Rawan Bencana Alam:

Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi
mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana longsor yang di kawaan
perencanaan secaradministratif terdapat dkKecamatan CimenyanCimanggung
Cicalengka, Banjaran, Arjasari, Ciparay dan Pacet.

Kawasan Budidaya di wilayah Metropolitan Bandung terdiri dari:
1. Kawasan Budidaya Pertanian

Pola pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan daydi pertanian
berdasarkan kesesuaian lahan adalah sebagai berikut :

1 Kawasan pertanian lahan basah (padi sawahdersebar di Kecamatan
Rancaekek, Bojongsoang, Majalaya, Ciparay, Soreang, Margahayu dan
Katapang.

1 Kawasan pertanian lahan keringdengan tanaran tahunan dan tanaman
semusim), tersebar diKecamatan Pangalengan, Kertasari, Pacet, Arjasari,
Ciparay, Majalaya, Cikancung, Cicalengk&manggung Tanjungsari, dan
Jatinangor. Perkebunan terdapat di Kecamatan Ciwidey, Pasirjambu,
Pangalengan, dan Cimagn

1 Hutan produksiterdapat di Kecamatai€iwidey, Pangalengan, Cimaung, Pacet,
Cikancung, Cicalengk&imanggung, Lembang, da@iengkrang

2. Kawasan Budidaya NeRertanian / Perkotaan

Secara spasial pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya mengarahhagida
wilayah barattimur, sementara ke arah utara dibatasi oleh kawasan resapan air
(konservasi potensial sangat tinggi), dan ke selatan perkembangannya secara
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menerus dari kota inti Bandur@imahi dibatasi hanya bersifat linear sepanjang jalan
utama yang menghubungan kota intkota satelit dan antar kota satelit.
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Gambar2.6
Pengembangan Kawasan PerkotaqiKawasan Perdesaan
Dalam Penataan Ruang Metropolitan Bandung
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